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ABSTRAK 

 
Adanya perubahan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi kewajiban wajib 

pajak dan penerimaan negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis 

dampak dan perbandingan perubahan kebijakan UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 

58 Tahun 2023, dan menganalisis dampak dan perbandingan pengenaan PPh Final 

atas uang makan untuk PPPK pada Kementerian X Jakarta Selatan. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan studi kasus. Pada 

analisis data dilakukan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 PPPK dengan 

mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan PP No. 58 Tahun 2023 berpotensi terjadi lebih bayar ataupun 

kurang bayar yang signifikan di perhitungan masa pajak terakhir. Pengenaan Pajak 

Penghasilan Final pada uang makan PPPK menyebabkan kurang bayar yang 

signifikan pada golongan II, berpotensi penerimaan pajak negara menjadi tidak 

optimal, sedangkan pada golongan III dapat berpotensi terjadi lebih bayar meskipun 

tidak signifikan, atas lebih bayar berpotensi merugikan PPPK. 

 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final, Tarif 

Efektif Rata-Rata, Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a 
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ABSTRACT 

 
Changes in tax policy can affect taxpayers' obligations and state revenue. The 

purpose of this study is to analyze the impact and comparison of the policy change 

from Law No. 7 of 2021 to Government Regulation (GR) No. 58 of 2023, and to 

examine the impact and comparison of the imposition of Final Income Tax on meal 

allowances for PPPK at Ministry X in South Jakarta. This research employs a 

comparative qualitative method with a case study approach. The data analysis 

involved recalculating the Article 21 Income Tax of PPPK based on the applicable 

tax regulations. The results of the study indicate that the implementation of GR No. 

58 of 2023 has the potential to cause significant tax overpayments or 

underpayments in the final tax period calculation. The imposition of Final Income 

Tax on the meal allowance for PPPK leads to a significant underpayment for grade 

II employees, which may result in suboptimal state tax revenues, while for grade III 

employees it may cause overpayments, albeit not significant; such overpayments 

could potentially disadvantage the affected PPPK employees. 

 

Keywords: Income Tax Article 21, Final Income Tax Average Effective Tax Rate, 

Tax Rate Article 17 paragraph (1) letter a 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kelangsungan suatu negara, dibutuhkan sumber daya finansial yang 

dapat digunakan untuk menunjang segala pengeluaran negara (Yolanda & 

Sulistyowati, 2024). Sumber daya finansial yang menjadi penerimaan negara di 

Indonesia berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. 

Diantara penerimaan tersebut, penerimaan negara terbesar yang dapat mencapai 

78% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya 

berasal dari pajak (Manrejo & Ariandyen, 2022). Sebagai sumber penerimaan 

negara terbesar, pajak menjadi instrumen  penting untuk membiayai berbagai 

pengeluaran pemerintah, salah satunya dalam rangka membangun dan 

meningkatkan tatanan negara ke arah yang lebih baik. Pendapatan negara yang 

bersumber dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, serta Bea Masuk dan 

Cukai. Diantara ketujuh sektor tersebut, pajak penghasilan menjadi sumber 

penerimaan tertinggi (Manrejo & Ariandyen, 2022).  

Salah satu jenis pajak penghasilan diantaranya ialah Pajak Penghasilan Pasal 

21 (PPh Pasal 21), sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak No: Per-16/PJ/2016 PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diperoleh orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri. 

Penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan atas gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

Dalam melakukan pemungutan pajak, terdapat 3 sistem yang berlaku, yaitu 

official assesment system, self assessment system, dan withholding system. Diantara 

ke 3 sistem tersebut dalam konteks memungut PPh Pasal 21, yang digunakan adalah 

withholding system. Withholding system yaitu sistem pemungutan pajak yang 

pemotongan dan pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga (WN et al., 2025).  
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Berdasarkan sistem pemungutan tersebut, jika penghasilan yang didapat 

wajib pajak orang pribadi (WPOP) diperoleh dari pemberi kerja atau perusahaan 

tempat WPOP bekerja, maka pemotongannya akan dilakukan oleh pihak yang 

berwenang seperti bagian keuangan atau dalam konteks pemerintah yaitu 

bendaharawan. Namun, kompleksnya komponen penghasilan yang perlu 

diperhitungkan, beragamnya status dan jenis pegawai, menyebabkan pemberi kerja 

dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk setiap karyawannya menghadapi 

tantangan tersendiri, terutama yang memiliki jumlah pegawai yang cukup besar. 

Hal ini dapat berpotensi terjadinya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 

(Apriyanto & Purwantini, 2024). 

Kesalahan perhitungan yang diakibatkan hal yang telah dijabarkan diatas 

terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulyah et al. (2023) yaitu PT. XYZ 

dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan: 

1. PT. XYZ melakukan kesalahan dalam menerapkan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) yang mengakibatkan pajak mengalami kurang bayar dari yang 

seharusnya dibayarkan. 

2. PT. XYZ melakukan kesalahan dalam menghitung Biaya Jabatan dikarenakan 

perhitungan yang dilakukan melebihi ketentuan yang berlaku.  

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan 

kebijakan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP No 58 Tahun 

2023) beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 

2023 (PMK No 168 Tahun 2023) yang menjadi acuan dan pedoman dalam 

pelaksanaan teknis pemotongan pajak dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata 

(TER). Penerapan TER yang telah berlaku sejak masa januari 2024 ini bertujuan 

untuk penyederhanaan cara perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui 

penggunaan TER yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu TER A (PTKP : TK/0(54 

Juta); TK/1 & K/0 (Rp 58,5 Juta)), TER B (PTKP: TK/2 & K/1 (63 Juta); TK3 & 

K/2 (67,5 Juta)), dan TER (PTKP: K/3 (72 Juta)). Perhitungan TER diterapkan 

hanya untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak 

terakhir (Januari s.d. November) dan untuk cara perhitungan PPh Pasal 21 setahun 

tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a. Penyederhanaan ini terutama 
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dapat terlihat untuk perhitungan PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap sebagaimana 

yang dapat terlihat Pada Perbandingan antara Tabel 1 & Tabel 2. 

Tabel 1. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan sebelumnya 

Ketentuan Sebelumnya (UU HPP No. 7 Tahun 2021) 

setiap masa pajak, 

kecuali masa pajak 

terakhir 

(((Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran 

Pensiun)*12 – PTKP) x Tarif Ps.17) / 12 

Masa pajak terakhir PPh ps. 21 1 tahun – PPh. Ps. 21 yang telah dipotong 

selain masa pajak terakhir 
Sumber: PMK – No 168/2023, 2025 

 

Tabel 1. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai PMK No. 168/2023 

PMK – No 168/2023 

setiap masa pajak, 

kecuali masa pajak 

terakhir 

Ph. Bruto 1 bulan x TER Bulanan* 

Keterangan *: 

TER A, TER B, TER C 

Masa pajak terakhir PPh ps. 21 1 tahun – PPh. Ps. 21 yang telah dipotong 

selain masa pajak terakhir 
Sumber: PMK – No 168/2023, 2025  

 

Menurut Dewi (2024) dinyatakan bahwa penggunaan dari TER untuk 

perhitungan PPh Pasal 21 ini tidak akan menyebabkan bertambahnya pajak 

terutang. Akan tetapi, Menurut Nugroho (2024) yang didasarkan pendapat 

pengamat pajak yaitu Fajry Akbar yang berasal dari Center For Indonesia Taxation 

Analysis menyatakan bahwa terdapat kemungkinan WPOP membayar PPh Pasal 21 

lebih besar dibandingkan dengan penggunaan metode terdahulu. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Hanifah & Hayati (2024) yang berpendapat dikarenakan 

pada perhitungan TER gaji bulanan sebagai penghasilan tetap disamakan dengan 

kategori penghasilan tidak tetap seperti: THR, bonus, dan insentif lainnya. Hal ini 

berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak terutang yang 

seharusnya pada saat dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk 1 tahun. 

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian Sari & Saputra, (2025) 

mengenai implementasi PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER pada PT. 

Medikaloka Wonogiri, penerapan TER pada perhitungan PPh Pasal 21 membawa 

dampak positif yang terlihat dari beberapa aspek. Pertama, karyawan telah 

memahami dengan baik terhadap skema pemotongan TER PPh Pasal 21, dan tidak 

adanya protes yang signifikan akibat skema pemotongan TER PPh Pasal 21. Kedua, 
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bertambahnya kesadaran para pegawai akan kewajiban perpajakan mereka, 

dikarenakan adanya sistem yang lebih mudah dipahami sehingga para pegawai 

dapat lebih nyaman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pada penelitian ini yang menjadi subjek ialah pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja (PPPK) pada Kementerian X, hal ini terutama karena kondisi unik 

PPPK, yang penghasilan teraturnya ditanggung sendiri, dan penghasilan tidak 

teraturnya ditanggung pemerintah. Minimnya atau bahkan tidak adanya penelitian 

terkait dampak beban pajak akibat perubahan metode perhitungan PPh Pasal 21 

terhadap PPPK membuat penelitian ini layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Selain 

itu, pada studi awal lapangan ditemukan adanya perlakuan yang tidak tepat atas 

penghasilan uang makan yang diterima oleh PPPK. Dalam sistem Gaji PNS Pusat 

(GPP) Desktop yang digunakan oleh Kementerian X untuk memperhitungkan uang 

makan, pemotongan pajaknya dikenakan PPh Final, padahal berdasarkan PP No 80 

Tahun 2010, perlakuan PPh Final hanya berlaku untuk Pejabat Negara, PNS, 

Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya. Berikut gambar tampilan 

perhitungan pada GPP Desktop dan hasil perhitungannya. 

 

Gambar 1. 1 Perhitungan Uang Makan PPPK pada GPP Desktop 
Sumber: Kementerian X Jakarta Selatan 
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Meskipun diketahui bahwa akar kesalahan perhitungan bersumber dari sistem 

yang digunakan. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas terkait aspek teknis 

sistem aplikasi perpajakan yang digunakan. Selain itu, aspek terkait ketepatan 

pemotongan pajak yang telah diperhitungkan oleh sistem tidak akan dikaji. Hal ini 

dimaksudkan agar fokus penelitian ini sepenuhnya diarahkan pada dampak beban 

pajak akibat perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada uang makan. 

Untuk memberikan gambaran estimatif terhadap dampak beban pajak akibat 

perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada uang makan, dalam penelitian 

ini akan dilakukan perhitungan manual atas PPh Pasal 21 yang mengacu pada PP 

No. 58 Tahun 2023 yang didasari rincian gaji yang didapat dari Kementerian X. 

Dikarenakan tidak dilakukan pengujian ketepatan pada pemotongan pajak yang 

diperhitungkan oleh sistem, hasil penelitian ini hanya berfungsi sebagai alat analisis 

dampak dari perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final pada penghasilan atas 

uang makan. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk menyusun 

penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kementerian X (Studi Kasus Kementerian 

X Jakarta Selatan)”. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berbeda dengan PNS yang telah memperoleh kepastian secara fiskal bahwa 

penghasilan atas gaji dan tunjangan tetap dan teraturnya ditanggung oleh 

pemerintah, PPPK menghadapi kondisi unik, berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Gaji dan 

tunjangan PPPK dikenakan PPh sesuai peraturan perpajakan tapi tidak ditanggung 

pemerintah, namun di peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 

Tahun 2024 yang kini telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2025, penghasilan 

PPPK atas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas dikenakan PPh sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan namun ditanggung 

pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, perubahan dari penerapan perhitungan 

berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 58 Tahun 2023 dengan skema TER 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap 

beban pajak individu, terutama pada penelitian sebelumnya belum ada yang 

mengkaji untuk kelompok PPPK.  



6 

 

 

Politeknik Negeri Jakarta 

Dalam hal ini Kementerian X yang telah menjalankan kebijakan tersebut 

menjadi studi kasus yang relevan untuk menganalisis dampak beban pajak yang 

timbul akibat dari penerapan perhitungan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 

dengan skema TER dibandingkan UU No. 7 Tahun 2021. Kemudian dalam studi 

awal lapangan juga ditemukan terdapat kekeliruan sistematis berupa pengenaan 

PPh Final terhadap komponen penghasilan uang makan yang diterima oleh PPPK, 

jika mengacu pada PP No 80 tahun 2010 pengenaan PPh Final hanya berlaku untuk 

Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya. 

Kekeliruan atas perlakuan ini dapat berpotensi pemotongan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut 

penelitian ini akan berfokus pada analisis dampak beban pajak dari 2 hal berikut: 

1. Perbandingan beban pajak PPPK antara penerapan PP no 58 Tahun 2023 

dengan UU no 7 Tahun 2021. 

2. Perbandingan beban pajak antara uang makan sebagai penghasilan yang 

dikenakan PPh Final dengan uang makan sebagai komponen penghasilan 

bruto. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah penelitian yang dijelaskan diatas, 

maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

untuk PPPK antara penerapan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 7 Tahun 

2021? 

2. Bagaimana dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

atas uang makan antara dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam 

komponen penghasilan bruto? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 untuk PPPK antara penerapan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU No. 7 

Tahun 2021. 
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2. Menganalisis dampak dan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas uang makan antara dikenakan PPh Final dengan diperhitungkan dalam 

komponen penghasilan bruto . 

1.5. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan studi kasus nyata terkait 

penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 di instansi 

pemerintah. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 

bagaimana Tarif Efektif Rata-Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat 

mempengaruhi beban pajak PPPK. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, 

diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar sistem pemotongan pajak dapat 

disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun aspek 

teknis terkait sistem tidak dikaji secara langsung dalam penelitian ini. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, 

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi mengenai landasan teori perpajakan yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini, dan 

kerangka penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

dan mengolah data, termasuk jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan 

sampel, dan analisis data yang diterapkan. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi penjelasan atas hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian. 

Dalam bab ini, akan berisi pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan 

yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan temuan yang 

didapatkan, akan menjadi dasaran penarikan kesimpulan dari penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab V menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang 

diberikan dari penelitian mengenai Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-

Rata (TER) Pajak Penghasilan  21 Pada Kementerian x (Studi Kasus 

Kementerian X Jakarta Selatan). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut temuan dan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini: 

1. Perubahan kebijakan dari UU No. 7 Tahun 2021 ke PP No. 58 Tahun 2023 

membawa dampak positif dari segi administrastif yaitu dalam melakukan 

perhitungan masa pajak Januari-November menjadi lebih mudah. Meskipun 

begitu kemudahan/simplifikasi ini juga menyebabkan potensi masalah 

lainnya, yaitu berpotensi terjadinya lebih bayar ataupun kurang bayar yang 

signifikan pada masa pajak Desember, atas hal tersebut mengindikasikan 

bahwa perubahan kebijakan ini menciptakan terjadinya ketidaksetaraan 

dalam dampak pajaknya. Hal ini terutama disebabkan pengkategorian TER 

masih terlalu generalisasi, sehingga bagi pegawai yang masuk pada 

pertengahan tahun atau seperti halnya pada penelitian ini, bagi PPPK yang 

baru bekerja pada awal Januari yang beberapa komponen penghasilan belum 

diterima secara penuh, berpotensi mengalami kelebihan bayar pajak.  

2. Pengenaan PPh Final atas penghasilan uang makan PPPK berpengaruh 

signifikan terhadap besaran pajak terutang. Perbedaan yang signifikan pada 

besaran pajak terutang ini terutama terjadi pada PPPK yang disetarakan 

dengan golongan II, dikarenakan mengacu pada PP No. 80 tahun 2010 untuk 

golongan II dikenakan tarif 0%, sehingga ketika uang makan dikenakan PPh 

Final, beban pajak PPPK yang disetarakan golongan II jauh lebih rendah jika 

dibandingkan ketika uang makan diperhitungkan dalam komponen 

penghasilan bruto. Jika melihat dari sisi pegawai kondisi ini akan sangat 

menguntungkan mereka, namun dari sisi pemerintah kondisi ini berpotensi 

menimbulkan kerugian dikarenakan penerimaan pajak negara menjadi tidak 

optimal. 

3. Karena keterbatasan validasi terhadap pemotongan pajak aktual berdasarkan 

sistem. Hasil penelitian ini tidak mencerminkan kondisi riil secara absolut, 

namun tetap mampu memberikan gambaran secara estimatif terkait dampak 
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pajak terutang sebagai akibat perubahan kebijakan dan pengenaan PPh Final 

pada uang makan bagi PPPK. 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian tentang penerapan tarif efektif rata-rata pada 

Kementerian X Jakarta selatan, berikut saran dari peneliti terhadap beberapa pihak: 

1. Bagi Kementerian X Jakarta Selatan 

Meskipun bendaharawan lebih banyak bertindak sebagai operator yang 

memakai sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, berdasarkan hasil 

penelitian ini diharapkan pihak berwenang pada Kementerian X Jakarta Selatan 

dapat melakukan pengaduan/pengajuan kepada pihak pengembang 

aplikasi/sistem agar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat disesuaikan 

dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 atau ketentuan perpajakan terkait 

lainnya. 

2. Bagi Pihak Pengembang Aplikasi/Sistem 

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan 

pengembangan aplikasi/sistem untuk menyesuaikan terkait uang makan bagi 

PPPK yang sampai saat ini masih dikenakan PPh Final menjadi diperhitungkan 

dalam komponen penghasilan bruto kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan 

PP No. 58 Tahun 2023. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan melakukan perbandingan 

antara perhitungan manual dengan pemotongan pajak yang dilakukan oleh 

sistem sehingga dapat melakukan validasi atas kewajaran pemotongan PPh 

Pasal 21 yang dilakukan oleh sistem. Selain itu, peneliti juga menyarankan 

untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap aspek teknis terkait sistem, 

dengan melakukan koordinasi antara Direktorat Sistem Informasi dan 

Teknologi Perbendaharaan yaitu selaku pengembang sistem yang digunakan 

oleh bendaharawan pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak yaitu yang 

berperan dalam merumuskan kebijakan di bidang perpajakan untuk membahas 

lebih lanjut terkait pengenaan PPh Final pada uang makan bagi PPPK. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil Wawancara 

1. Bagaimana mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan PPPK dilakukan 

saat ini? 

Jawab: “Pemotongan pajak telah dilakukan secara otomatis pada sistem yang 

digunakan. Untuk gaji induk dan uang makan memakai GPP Desktop 

sedangkan tunjangan kinerja memakai Web Gaji.” 

2. Apa saja komponen penghasilan yang terima oleh PPPK? 

Jawab: “Terdiri dari gaji induk, tunjangan kinerja, dan uang makan.” 

3. Apa saja yg menjadi pemotong penghasilan PPPK? 

Jawab: “Selain dari pajak, pemotongan gaji hanya untuk BPJS kesehatan.” 

4. Apakah nominal total PPh Pasal 21 yang dibayarkan dengan metode TER lebih 

besar jika dibandingkan dengan metode sebelumnya bagi PPPK? 

Jawab: “Nominal terutang 1 tahun akan tetap sama.” 

5. Bagaimana perlakuan terkait penghasilan atas gaji dan tunjangan rutin PPPK, 

apakah ditanggung pegawai atau ditanggung pemerintah? 

Jawab: “Untuk gaji dan tunjangan rutin pajaknya tidak ditanggung 

pemerintah.” 

6. Bagaimana perlakuan terkait penghasilan atas THR dan Gaji 13, apakah 

ditanggung pegawai atau ditanggung pemerintah? 

Jawab: “Untuk THR dan Gaji 13 penerimaannya full sehingga pajaknya 

ditanggung pemerintah.” 

7. Apakah anda pernah mendapat sosialisasi terkait Tarif efektif rata-rata ini? 

Jawab: “Tidak ada sosialisasi atau pelatihan terkait tarif efektif rata-rata.” 

8. Apakah dengan perubahan metode ini membuat perhitungan pajak menjadi 

lebih sederhana? 

Jawab: “Secara administratif sama saja, dikarenakan pajak sudah terhitung 

oleh sistem. Namun jika memahami secara manual, perubahan metode ini 

membuat perhitungan jadi lebih sederhana dikarenakan hanya perlu 

mengalikan tarif dengan penghasilan brutonya.” 

9. Bagaimana mekanisme perhitungan uang makan dan pemotongan pajaknya 

dilakukan? 

Jawab: “Perhitungan uang makan dan pemotongan pajaknya menggunakan 

GPP Desktop dan sudah terotomatisasi.” 

10. Apakah uang makan rutin dikenakan PPh Final dalam pemotongannya?  

Jawab: “Pada sistem uang makan dikenakan PPh Final dengan tarif 

berdasarkan golongan.” 

11. Apakah nilai potongan pajak atas penghasilan uang makan pernah dilakukan 

koreksi? 

Jawab: “Tidak ada koreksi yang terjadi mengenai potongan pajak atas uang 

makan.” 
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Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Pihak Kementerian X Jakarta Selatan 
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Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4. Dokumentasi Pengenaan PPh Final Pada Uang Makan Yang 

Diterima Oleh PPPK 
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Lampiran 5. Perhitungan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a PPh Pasal 21 Tidak 

DTP Januari-Desember 2024 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     49.065.360                   -     2.453.268    46.612.092   67.500.000                -                -             -   

2 Tuan B K/3     49.065.360                   -     2.453.268    46.612.092   72.000.000                -                -             -   

3 Nyonya A K/3     49.065.360                   -     2.453.268    46.612.092   72.000.000                -                -             -   

4 Tuan C TK/0     41.655.336                   -     2.082.767    39.572.569   54.000.000                -                -             -   

5 Tuan D TK/0     41.655.336                   -     2.082.767    39.572.569   54.000.000                -                -             -   

6 Tuan E K/2     49.065.360                   -     2.453.268    46.612.092   67.500.000                -                -             -   

7 Tuan F K/2     53.541.732                   -     2.677.087    50.864.645   67.500.000                -                -             -   

8 Tuan G K/2     53.781.732                   -     2.689.087    51.092.645   67.500.000                -                -             -   

9 Nyonya B K/0     50.265.948                   -     2.513.297    47.752.651   58.500.000                -                -             -   

10 Nyonya C K/2     53.781.732                   -     2.689.087    51.092.645   67.500.000                -                -             -   

11 Tuan H K/2     53.541.732                   -     2.677.087    50.864.645   67.500.000                -                -             -   

12 Tuan I K/2     53.541.732                   -     2.677.087    50.864.645   67.500.000                -                -             -   

13 Tuan J K/2     53.781.732                   -     2.689.087    51.092.645   67.500.000                -                -             -   

14 Tuan K K/2     53.781.732                   -     2.689.087    51.092.645   67.500.000                -                -             -   

15 Tuan L K/0     50.505.948                   -     2.525.297    47.980.651   58.500.000                -                -             -   

Januari

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        8.470.000   4.362.868    82.894.492   67.500.000   15.394.000     769.700    64.142 

2 Tuan B K/3     77.747.090        8.470.000   4.310.855    81.906.236   72.000.000    9.906.000     495.300    41.275 

3 Nyonya A K/3     77.449.870        8.470.000   4.295.994    81.623.877   72.000.000    9.623.000     481.150    40.096 

4 Tuan C TK/0     70.634.286        8.470.000   3.955.214    75.149.072   54.000.000   21.149.000   1.057.450    88.121 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        8.085.000   3.973.117    75.489.219   54.000.000   21.489.000   1.074.450    89.538 

6 Tuan E K/2     78.787.360        8.470.000   4.362.868    82.894.492   67.500.000   15.394.000     769.700    64.142 

7 Tuan F K/2     89.868.187        8.954.000   4.941.109    93.881.078   67.500.000   26.381.000   1.319.050  109.921 

8 Tuan G K/2     90.108.187        8.954.000   4.953.109    94.109.078   67.500.000   26.609.000   1.330.450  110.871 

9 Nyonya B K/0     86.227.313        8.954.000   4.759.066    90.422.247   58.500.000   31.922.000   1.596.100  133.008 

10 Nyonya C K/2     90.108.187        8.954.000   4.953.109    94.109.078   67.500.000   26.609.000   1.330.450  110.871 

11 Tuan H K/2     90.050.732        8.954.000   4.950.237    94.054.495   67.500.000   26.554.000   1.327.700  110.642 

12 Tuan I K/2     90.050.732        8.954.000   4.950.237    94.054.495   67.500.000   26.554.000   1.327.700  110.642 

13 Tuan J K/2     90.108.187        8.547.000   4.932.759    93.722.428   67.500.000   26.222.000   1.311.100  109.258 

14 Tuan K K/2     90.290.732        8.954.000   4.962.237    94.282.495   67.500.000   26.782.000   1.339.100  111.592 

15 Tuan L K/0     87.014.948        8.954.000   4.798.447    91.170.501   58.500.000   32.670.000   1.633.500  136.125 

Februari

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.490.140        6.930.000   4.271.007    81.149.133   67.500.000   13.649.000     682.450    56.871 

2 Tuan B K/3     78.638.750        6.930.000   4.278.438    81.290.313   72.000.000    9.290.000     464.500    38.708 

3 Nyonya A K/3     75.517.940        6.930.000   4.122.397    78.325.543   72.000.000    6.325.000     316.250    26.354 

4 Tuan C TK/0     71.228.726        6.930.000   3.907.936    74.250.790   54.000.000   20.250.000   1.012.500    84.375 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        6.930.000   3.915.367    74.391.969   54.000.000   20.391.000   1.019.550    84.963 

6 Tuan E K/2     78.638.750        6.930.000   4.278.438    81.290.313   67.500.000   13.790.000     689.500    57.458 

7 Tuan F K/2     89.868.187        7.326.000   4.859.709    92.334.478   67.500.000   24.834.000   1.241.700  103.475 

8 Tuan G K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        7.326.000   4.705.047    89.395.901   58.500.000   30.895.000   1.544.750  128.729 

10 Nyonya C K/2     89.195.462        7.326.000   4.826.073    91.695.389   67.500.000   24.195.000   1.209.750  100.813 

11 Tuan H K/2     90.050.732        7.326.000   4.868.837    92.507.895   67.500.000   25.007.000   1.250.350  104.196 

12 Tuan I K/2     90.050.732        7.326.000   4.868.837    92.507.895   67.500.000   25.007.000   1.250.350  104.196 

13 Tuan J K/2     89.925.642        7.326.000   4.862.582    92.389.060   67.500.000   24.889.000   1.244.450  103.704 

14 Tuan K K/2     90.108.187        7.326.000   4.871.709    92.562.478   67.500.000   25.062.000   1.253.100  104.425 

15 Tuan L K/0     87.014.948        6.919.000   4.696.697    89.237.251   58.500.000   30.737.000   1.536.850  128.071 

Maret
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No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        6.930.000   4.285.868    81.431.492   67.500.000   13.931.000     696.550    58.046 

2 Tuan B K/3     77.747.090        6.930.000   4.233.855    80.443.236   72.000.000    8.443.000     422.150    35.179 

3 Nyonya A K/3     78.192.920        6.545.000   4.236.896    80.501.024   72.000.000    8.501.000     425.050    35.421 

4 Tuan C TK/0     70.337.066        6.930.000   3.863.353    73.403.713   54.000.000   19.403.000     970.150    80.846 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        6.930.000   3.915.367    74.391.969   54.000.000   20.391.000   1.019.550    84.963 

6 Tuan E K/2     78.787.360        6.930.000   4.285.868    81.431.492   67.500.000   13.931.000     696.550    58.046 

7 Tuan F K/2     88.955.462        7.326.000   4.814.073    91.467.389   67.500.000   23.967.000   1.198.350    99.863 

8 Tuan G K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        7.326.000   4.705.047    89.395.901   58.500.000   30.895.000   1.544.750  128.729 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

11 Tuan H K/2     90.050.732        7.326.000   4.868.837    92.507.895   67.500.000   25.007.000   1.250.350  104.196 

12 Tuan I K/2     90.050.732        7.326.000   4.868.837    92.507.895   67.500.000   25.007.000   1.250.350  104.196 

13 Tuan J K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

14 Tuan K K/2     90.290.732        6.105.000   4.819.787    91.575.945   67.500.000   24.075.000   1.203.750  100.313 

15 Tuan L K/0     86.467.313        7.326.000   4.689.666    89.103.647   58.500.000   30.603.000   1.530.150  127.513 

Apr

 
  

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.044.310        6.160.000   4.210.216    79.994.095   67.500.000   12.494.000     624.700    52.058 

2 Tuan B K/3     78.638.750        6.160.000   4.239.938    80.558.813   72.000.000    8.558.000     427.900    35.658 

3 Nyonya A K/3     77.301.260        5.775.000   4.153.813    78.922.447   72.000.000    6.922.000     346.100    28.842 

4 Tuan C TK/0     71.080.116        5.390.000   3.823.506    72.646.610   54.000.000   18.646.000     932.300    77.692 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        5.775.000   3.857.617    73.294.719   54.000.000   19.294.000     964.700    80.392 

6 Tuan E K/2     78.787.360        6.160.000   4.247.368    80.699.992   67.500.000   13.199.000     659.950    54.996 

7 Tuan F K/2     89.503.097        6.512.000   4.800.755    91.214.342   67.500.000   23.714.000   1.185.700    98.808 

8 Tuan G K/2     90.290.732        6.512.000   4.840.137    91.962.595   67.500.000   24.462.000   1.223.100  101.925 

9 Nyonya B K/0     86.227.313        6.512.000   4.636.966    88.102.347   58.500.000   29.602.000   1.480.100  123.342 

10 Nyonya C K/2     88.282.737        6.512.000   4.739.737    90.055.000   67.500.000   22.555.000   1.127.750    93.979 

11 Tuan H K/2     89.685.642        4.884.000   4.728.482    89.841.160   67.500.000   22.341.000   1.117.050    93.088 

12 Tuan I K/2     89.868.187        6.512.000   4.819.009    91.561.178   67.500.000   24.061.000   1.203.050  100.254 

13 Tuan J K/2     90.290.732        6.512.000   4.840.137    91.962.595   67.500.000   24.462.000   1.223.100  101.925 

14 Tuan K K/2     90.290.732        6.512.000   4.840.137    91.962.595   67.500.000   24.462.000   1.223.100  101.925 

15 Tuan L K/0     87.014.948        6.512.000   4.676.347    88.850.601   58.500.000   30.350.000   1.517.500  126.458 

Mei

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.192.920        6.545.000   4.236.896    80.501.024   67.500.000   13.001.000     650.050    54.171 

2 Tuan B K/3     77.895.700        6.545.000   4.222.035    80.218.665   72.000.000    8.218.000     410.900    34.242 

3 Nyonya A K/3     78.044.310        5.390.000   4.171.716    79.262.595   72.000.000    7.262.000     363.100    30.258 

4 Tuan C TK/0     70.931.506        6.930.000   3.893.075    73.968.431   54.000.000   19.968.000     998.400    83.200 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        5.005.000   3.819.117    72.563.219   54.000.000   18.563.000     928.150    77.346 

6 Tuan E K/2     78.638.750        6.545.000   4.259.188    80.924.563   67.500.000   13.424.000     671.200    55.933 

7 Tuan F K/2     90.050.732        6.512.000   4.828.137    91.734.595   67.500.000   24.234.000   1.211.700  100.975 

8 Tuan G K/2     89.195.462        6.919.000   4.805.723    91.308.739   67.500.000   23.808.000   1.190.400    99.200 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        6.919.000   4.684.697    89.009.251   58.500.000   30.509.000   1.525.450  127.121 

10 Nyonya C K/2     87.735.102        6.512.000   4.712.355    89.534.747   67.500.000   22.034.000   1.101.700    91.808 

11 Tuan H K/2     90.050.732        6.919.000   4.848.487    92.121.245   67.500.000   24.621.000   1.231.050  102.588 

12 Tuan I K/2     90.050.732        6.512.000   4.828.137    91.734.595   67.500.000   24.234.000   1.211.700  100.975 

13 Tuan J K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

14 Tuan K K/2     90.290.732        6.919.000   4.860.487    92.349.245   67.500.000   24.849.000   1.242.450  103.538 

15 Tuan L K/0     86.832.403        6.919.000   4.687.570    89.063.833   58.500.000   30.563.000   1.528.150  127.346 

Juni
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No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        6.930.000   4.285.868    81.431.492   67.500.000   13.931.000     696.550    58.046 

2 Tuan B K/3     78.490.140        6.930.000   4.271.007    81.149.133   72.000.000    9.149.000     457.450    38.121 

3 Nyonya A K/3     78.638.750        6.545.000   4.259.188    80.924.563   72.000.000    8.924.000     446.200    37.183 

4 Tuan C TK/0     71.377.336        6.160.000   3.876.867    73.660.469   54.000.000   19.660.000     983.000    81.917 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        6.930.000   3.915.367    74.391.969   54.000.000   20.391.000   1.019.550    84.963 

6 Tuan E K/2     78.787.360        6.930.000   4.285.868    81.431.492   67.500.000   13.931.000     696.550    58.046 

7 Tuan F K/2     89.320.552        7.326.000   4.832.328    91.814.224   67.500.000   24.314.000   1.215.700  101.308 

8 Tuan G K/2     89.560.552        7.326.000   4.844.328    92.042.224   67.500.000   24.542.000   1.227.100  102.258 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        7.326.000   4.705.047    89.395.901   58.500.000   30.895.000   1.544.750  128.729 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        6.105.000   4.819.787    91.575.945   67.500.000   24.075.000   1.203.750  100.313 

11 Tuan H K/2     90.050.732        6.919.000   4.848.487    92.121.245   67.500.000   24.621.000   1.231.050  102.588 

12 Tuan I K/2     90.050.732        6.919.000   4.848.487    92.121.245   67.500.000   24.621.000   1.231.050  102.588 

13 Tuan J K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

14 Tuan K K/2     90.290.732        7.326.000   4.880.837    92.735.895   67.500.000   25.235.000   1.261.750  105.146 

15 Tuan L K/0     86.832.403        7.326.000   4.707.920    89.450.483   58.500.000   30.950.000   1.547.500  128.958 

Juli

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   67.500.000   15.760.000     788.000    65.667 

2 Tuan B K/3     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   72.000.000   11.260.000     563.000    46.917 

3 Nyonya A K/3     78.638.750        8.470.000   4.355.438    82.753.313   72.000.000   10.753.000     537.650    44.804 

4 Tuan C TK/0     71.377.336        7.315.000   3.934.617    74.757.719   54.000.000   20.757.000   1.037.850    86.488 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        8.855.000   4.011.617    76.220.719   54.000.000   22.220.000   1.111.000    92.583 

6 Tuan E K/2     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   67.500.000   15.760.000     788.000    65.667 

7 Tuan F K/2     90.050.732        9.361.000   4.970.587    94.441.145   67.500.000   26.941.000   1.347.050  112.254 

8 Tuan G K/2     89.195.462        9.361.000   4.927.823    93.628.639   67.500.000   26.128.000   1.306.400  108.867 

9 Nyonya B K/0     86.592.403        9.361.000   4.797.670    91.155.733   58.500.000   32.655.000   1.632.750  136.063 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        8.547.000   4.941.887    93.895.845   67.500.000   26.395.000   1.319.750  109.979 

11 Tuan H K/2     90.050.732        9.361.000   4.970.587    94.441.145   67.500.000   26.941.000   1.347.050  112.254 

12 Tuan I K/2     90.050.732        9.361.000   4.970.587    94.441.145   67.500.000   26.941.000   1.347.050  112.254 

13 Tuan J K/2     90.290.732        9.361.000   4.982.587    94.669.145   67.500.000   27.169.000   1.358.450  113.204 

14 Tuan K K/2     90.290.732        9.361.000   4.982.587    94.669.145   67.500.000   27.169.000   1.358.450  113.204 

15 Tuan L K/0     87.014.948        9.361.000   4.818.797    91.557.151   58.500.000   33.057.000   1.652.850  137.738 

Agustus

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        8.470.000   4.362.868    82.894.492   67.500.000   15.394.000     769.700    64.142 

2 Tuan B K/3     78.787.360        7.700.000   4.324.368    82.162.992   72.000.000   10.162.000     508.100    42.342 

3 Nyonya A K/3     78.192.920        8.470.000   4.333.146    82.329.774   72.000.000   10.329.000     516.450    43.038 

4 Tuan C TK/0     71.377.336        8.470.000   3.992.367    75.854.969   54.000.000   21.854.000   1.092.700    91.058 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        8.470.000   3.992.367    75.854.969   54.000.000   21.854.000   1.092.700    91.058 

6 Tuan E K/2     78.787.360        8.470.000   4.362.868    82.894.492   67.500.000   15.394.000     769.700    64.142 

7 Tuan F K/2     90.050.732        8.954.000   4.950.237    94.054.495   67.500.000   26.554.000   1.327.700  110.642 

8 Tuan G K/2     89.378.007        8.954.000   4.916.600    93.415.407   67.500.000   25.915.000   1.295.750  107.979 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        8.954.000   4.786.447    90.942.501   58.500.000   32.442.000   1.622.100  135.175 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        8.954.000   4.962.237    94.282.495   67.500.000   26.782.000   1.339.100  111.592 

11 Tuan H K/2     89.868.187        8.547.000   4.920.759    93.494.428   67.500.000   25.994.000   1.299.700  108.308 

12 Tuan I K/2     90.050.732        8.954.000   4.950.237    94.054.495   67.500.000   26.554.000   1.327.700  110.642 

13 Tuan J K/2     90.290.732        8.954.000   4.962.237    94.282.495   67.500.000   26.782.000   1.339.100  111.592 

14 Tuan K K/2     90.290.732        8.954.000   4.962.237    94.282.495   67.500.000   26.782.000   1.339.100  111.592 

15 Tuan L K/0     87.014.948        8.954.000   4.798.447    91.170.501   58.500.000   32.670.000   1.633.500  136.125 

September
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No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.638.750        7.700.000   4.316.938    82.021.813   67.500.000   14.521.000     726.050    60.504 

2 Tuan B K/3     78.638.750        7.700.000   4.316.938    82.021.813   72.000.000   10.021.000     501.050    41.754 

3 Nyonya A K/3     78.787.360        7.700.000   4.324.368    82.162.992   72.000.000   10.162.000     508.100    42.342 

4 Tuan C TK/0     71.377.336        7.700.000   3.953.867    75.123.469   54.000.000   21.123.000   1.056.150    88.013 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        7.700.000   3.953.867    75.123.469   54.000.000   21.123.000   1.056.150    88.013 

6 Tuan E K/2     78.490.140        7.700.000   4.309.507    81.880.633   67.500.000   14.380.000     719.000    59.917 

7 Tuan F K/2     89.868.187        8.140.000   4.900.409    93.107.778   67.500.000   25.607.000   1.280.350  106.696 

8 Tuan G K/2     90.290.732        8.140.000   4.921.537    93.509.195   67.500.000   26.009.000   1.300.450  108.371 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        8.140.000   4.745.747    90.169.201   58.500.000   31.669.000   1.583.450  131.954 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        8.140.000   4.921.537    93.509.195   67.500.000   26.009.000   1.300.450  108.371 

11 Tuan H K/2     89.685.642        7.326.000   4.850.582    92.161.060   67.500.000   24.661.000   1.233.050  102.754 

12 Tuan I K/2     90.050.732        8.140.000   4.909.537    93.281.195   67.500.000   25.781.000   1.289.050  107.421 

13 Tuan J K/2     90.290.732        8.140.000   4.921.537    93.509.195   67.500.000   26.009.000   1.300.450  108.371 

14 Tuan K K/2     90.290.732        8.140.000   4.921.537    93.509.195   67.500.000   26.009.000   1.300.450  108.371 

15 Tuan L K/0     87.014.948        8.140.000   4.757.747    90.397.201   58.500.000   31.897.000   1.594.850  132.904 

Oktober

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   67.500.000   15.760.000     788.000    65.667 

2 Tuan B K/3     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   72.000.000   11.260.000     563.000    46.917 

3 Nyonya A K/3     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   72.000.000   11.260.000     563.000    46.917 

4 Tuan C TK/0     71.377.336        8.470.000   3.992.367    75.854.969   54.000.000   21.854.000   1.092.700    91.058 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        8.855.000   4.011.617    76.220.719   54.000.000   22.220.000   1.111.000    92.583 

6 Tuan E K/2     78.787.360        8.855.000   4.382.118    83.260.242   67.500.000   15.760.000     788.000    65.667 

7 Tuan F K/2     90.050.732        9.361.000   4.970.587    94.441.145   67.500.000   26.941.000   1.347.050  112.254 

8 Tuan G K/2     89.560.552        9.361.000   4.946.078    93.975.474   67.500.000   26.475.000   1.323.750  110.313 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        9.361.000   4.806.797    91.329.151   58.500.000   32.829.000   1.641.450  136.788 

10 Nyonya C K/2     90.290.732        9.361.000   4.982.587    94.669.145   67.500.000   27.169.000   1.358.450  113.204 

11 Tuan H K/2     90.050.732        8.954.000   4.950.237    94.054.495   67.500.000   26.554.000   1.327.700  110.642 

12 Tuan I K/2     90.050.732        9.361.000   4.970.587    94.441.145   67.500.000   26.941.000   1.347.050  112.254 

13 Tuan J K/2     90.290.732        9.361.000   4.982.587    94.669.145   67.500.000   27.169.000   1.358.450  113.204 

14 Tuan K K/2     90.290.732        9.361.000   4.982.587    94.669.145   67.500.000   27.169.000   1.358.450  113.204 

15 Tuan L K/0     87.014.948        9.361.000   4.818.797    91.557.151   58.500.000   33.057.000   1.652.850  137.738 

November

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk 

& Tukin 

disetahunka

n 

 Uang 

makan 

disetahunk

an 

 B. Jabatan  Zakat 

 

Penghasilan 

bersih 

 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh yang 

telah 

dibayarkan 

 PPh Ps 

21 Des 

1 Tuan A K/2   78.625.240   7.595.000   4.311.012           -     81.909.228   67.500.000   14.409.000     720.450       599.313  121.138 

2 Tuan B K/3   78.449.610   7.525.000   4.298.731           -     81.675.880   72.000.000    9.675.000     483.750       401.113    82.637 

3 Nyonya A K/3   78.030.800   7.350.000   4.269.040           -     81.111.760   72.000.000    9.111.000     455.550       375.254    80.296 

4 Tuan C TK/0   71.120.646   7.315.000   3.921.782           -     74.513.864   54.000.000   20.513.000   1.025.650       852.767  172.883 

5 Tuan D TK/0   71.377.336   7.385.000   3.938.117           -     74.824.219   54.000.000   20.824.000   1.041.200       866.400  174.800 

6 Tuan E K/2   78.733.320   7.595.000   4.316.416           -     82.011.904   67.500.000   14.511.000     725.550       604.013  121.538 

7 Tuan F K/2   89.785.212   7.992.000   4.888.861           -     92.888.351   67.500.000   25.388.000   1.269.400    1.056.196  213.204 

8 Tuan G K/2   89.859.262   8.029.000   4.894.413           -     92.993.849   67.500.000   25.493.000   1.274.650    1.060.075  214.575 

9 Nyonya B K/0   86.658.783   8.029.000   4.734.389           -     89.953.394   58.500.000   31.453.000   1.572.650    1.309.638  263.013 

10 Nyonya C K/2   89.759.692   7.807.000   4.878.335           -     92.688.357   67.500.000   25.188.000   1.259.400    1.046.075  213.325 

11 Tuan H K/2   89.951.162   7.622.000   4.878.658           -     92.694.504   67.500.000   25.194.000   1.259.700    1.051.254  208.446 

12 Tuan I K/2   90.034.137   7.955.000   4.899.457           -     93.089.680   67.500.000   25.589.000   1.279.450    1.065.421  214.029 

13 Tuan J K/2   90.240.947   8.029.000   4.913.497           -     93.356.450   67.500.000   25.856.000   1.292.800    1.076.696  216.104 

14 Tuan K K/2   90.274.137   7.918.000   4.909.607           -     93.282.530   67.500.000   25.782.000   1.289.100    1.073.308  215.792 

15 Tuan L K/0   86.931.973   7.992.000   4.746.199           -     90.177.774   58.500.000   31.677.000   1.583.850    1.318.975  264.875 

Desember
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Lampiran 6. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP  Berdasarkan UU No. 7 Tahun 

2021 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 
 THR 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

 PPh Ps 21 

Non DTP 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1

Tuan A

K/2     78.490.140        6.930.000        6.790.780  4.610.546    87.600.374  67.500.000  20.100.000  1.005.000    83.750         56.871    26.879 

2 Tuan B K/3     78.638.750        6.930.000        6.790.780  4.617.977    87.741.554  72.000.000  15.741.000     787.050    65.588         38.708    26.879 

3 Nyonya A K/3     75.517.940        6.930.000        6.790.780  4.461.936    84.776.784  72.000.000  12.776.000     638.800    53.233         26.354    26.879 

4 Tuan C TK/0     71.228.726        6.930.000        6.173.278  4.216.600    80.115.404  54.000.000  26.115.000  1.305.750  108.813         84.375    24.438 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        6.930.000        6.173.278  4.224.031    80.256.583  54.000.000  26.256.000  1.312.800  109.400         84.963    24.438 

6 Tuan E K/2     78.638.750        6.930.000        6.790.780  4.617.977    87.741.554  67.500.000  20.241.000  1.012.050    84.338         57.458    26.879 

7 Tuan F K/2     89.868.187        7.326.000        7.780.811  5.248.750    99.726.248  67.500.000  32.226.000  1.611.300  134.275       103.475    30.800 

8 Tuan G K/2     90.290.732        7.326.000        7.800.811  5.270.877  100.146.666  67.500.000  32.646.000  1.632.300  136.025       105.146    30.879 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        7.326.000        7.507.829  5.080.439    96.528.338  58.500.000  38.028.000  1.901.400  158.450       128.729    29.721 

10 Nyonya C K/2     89.195.462        7.326.000        7.800.811  5.216.114    99.106.159  67.500.000  31.606.000  1.580.300  131.692       100.813    30.879 

11 Tuan H K/2     90.050.732        7.326.000        7.780.811  5.257.877    99.899.666  67.500.000  32.399.000  1.619.950  134.996       104.196    30.800 

12 Tuan I K/2     90.050.732        7.326.000        7.780.811  5.257.877    99.899.666  67.500.000  32.399.000  1.619.950  134.996       104.196    30.800 

13 Tuan J K/2     89.925.642        7.326.000        7.800.811  5.252.623    99.799.830  67.500.000  32.299.000  1.614.950  134.579       103.704    30.875 

14 Tuan K K/2     90.108.187        7.326.000        7.800.811  5.261.750    99.973.248  67.500.000  32.473.000  1.623.650  135.304       104.425    30.879 

15 Tuan L K/0     87.014.948        6.919.000        7.527.829  5.073.089    96.388.688  58.500.000  37.888.000  1.894.400  157.867       128.071    29.796 

Maret

 
 

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk & 

Tukin 

disetahunkan 

 Uang makan 

disetahunkan 
 Gaji 13 

 B. 

Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

 PPh Ps 21 

Non DTP 

 PPh Ps 

21 

Bulanan 

1 Tuan A K/2     78.192.920        6.545.000        6.790.780  4.576.435    86.952.265  67.500.000  19.452.000     972.600    81.050         54.171    26.879 

2 Tuan B K/3     77.895.700        6.545.000        6.790.780  4.561.574    86.669.906  72.000.000  14.669.000     733.450    61.121         34.242    26.879 

3 Nyonya A K/3     78.044.310        5.390.000        6.790.780  4.511.255    85.713.836  72.000.000  13.713.000     685.650    57.138         30.258    26.879 

4 Tuan C TK/0     70.931.506        6.930.000        6.173.278  4.201.739    79.833.045  54.000.000  25.833.000  1.291.650  107.638         83.200    24.438 

5 Tuan D TK/0     71.377.336        5.005.000        6.173.278  4.127.781    78.427.833  54.000.000  24.427.000  1.221.350  101.779         77.346    24.433 

6 Tuan E K/2     78.638.750        6.545.000        6.790.780  4.598.727    87.375.804  67.500.000  19.875.000     993.750    82.813         55.933    26.879 

7 Tuan F K/2     90.050.732        6.512.000        7.780.811  5.217.177    99.126.366  67.500.000  31.626.000  1.581.300  131.775       100.975    30.800 

8 Tuan G K/2     89.195.462        6.919.000        7.800.811  5.195.764    98.719.509  67.500.000  31.219.000  1.560.950  130.079         99.200    30.879 

9 Nyonya B K/0     86.774.948        6.919.000        7.507.829  5.060.089    96.141.688  58.500.000  37.641.000  1.882.050  156.838       127.121    29.717 

10 Nyonya C K/2     87.735.102        6.512.000        7.800.811  5.102.396    96.945.517  67.500.000  29.445.000  1.472.250  122.688         91.808    30.879 

11 Tuan H K/2     90.050.732        6.919.000        7.780.811  5.237.527    99.513.016  67.500.000  32.013.000  1.600.650  133.388       102.588    30.800 

12 Tuan I K/2     90.050.732        6.512.000        7.780.811  5.217.177    99.126.366  67.500.000  31.626.000  1.581.300  131.775       100.975    30.800 

13 Tuan J K/2     90.290.732        7.326.000        7.800.811  5.270.877  100.146.666  67.500.000  32.646.000  1.632.300  136.025       105.146    30.879 

14 Tuan K K/2     90.290.732        6.919.000        7.800.811  5.250.527    99.760.016  67.500.000  32.260.000  1.613.000  134.417       103.538    30.879 

15 Tuan L K/0     86.832.403        6.919.000        7.527.829  5.063.962    96.215.270  58.500.000  37.715.000  1.885.750  157.146       127.346    29.800 

Juni

 
  

 

No Nama PTKP

 Gaji Induk 

& Tukin 

disetahunka

n 

 Uang 

makan 

disetahunk

an 

 Gaji 

13+THR 
 B. Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 21 

non DTP 

 PPh Ps 21 

DTP 

 PPh Ps 21 

DTP telah 

dibayarkan 

 PPh Ps 21 

DTP Des 

1 Tuan A K/2  78.625.240  7.595.000  13.581.560   4.990.090    94.811.710  67.500.000  27.311.000  1.365.550       720.450       645.100         53.758     591.342 

2 Tuan B K/3  78.449.610  7.525.000  13.581.560   4.977.809    94.578.362  72.000.000  22.578.000  1.128.900       483.750       645.150         53.758     591.392 

3 Nyonya A K/3  78.030.800  7.350.000  13.581.560   4.948.118    94.014.242  72.000.000  22.014.000  1.100.700       455.550       645.150         53.758     591.392 

4 Tuan C TK/0  71.120.646  7.315.000  12.346.556   4.539.110    86.243.092  54.000.000  32.243.000  1.612.150    1.025.650       586.500         48.875     537.625 

5 Tuan D TK/0  71.377.336  7.385.000  12.346.556   4.555.445    86.553.447  54.000.000  32.553.000  1.627.650    1.041.200       586.450         48.871     537.579 

6 Tuan E K/2  78.733.320  7.595.000  13.581.560   4.995.494    94.914.386  67.500.000  27.414.000  1.370.700       725.550       645.150         53.758     591.392 

7 Tuan F K/2  89.785.212  7.992.000  15.561.622   5.666.942  107.671.892  67.500.000  40.171.000  2.008.550    1.269.400       739.150         61.600     677.550 

8 Tuan G K/2  89.859.262  8.029.000  15.601.622   5.674.494  107.815.390  67.500.000  40.315.000  2.015.750    1.274.650       741.100         61.758     679.342 

9 Nyonya B K/0  86.658.783  8.029.000  15.015.658   5.485.172  104.218.269  58.500.000  45.718.000  2.285.900    1.572.650       713.250         59.438     653.813 

10 Nyonya C K/2  89.759.692  7.807.000  15.601.622   5.658.416  107.509.898  67.500.000  40.009.000  2.000.450    1.259.400       741.050         61.758     679.292 

11 Tuan H K/2  89.951.162  7.622.000  15.561.622   5.656.739  107.478.045  67.500.000  39.978.000  1.998.900    1.259.700       739.200         61.600     677.600 

12 Tuan I K/2  90.034.137  7.955.000  15.561.622   5.677.538  107.873.221  67.500.000  40.373.000  2.018.650    1.279.450       739.200         61.600     677.600 

13 Tuan J K/2  90.240.947  8.029.000  15.601.622   5.693.578  108.177.991  67.500.000  40.677.000  2.033.850    1.292.800       741.050         61.754     679.296 

14 Tuan K K/2  90.274.137  7.918.000  15.601.622   5.689.688  108.104.071  67.500.000  40.604.000  2.030.200    1.289.100       741.100         61.758     679.342 

15 Tuan L K/0  86.931.973  7.992.000  15.055.658   5.498.982  104.480.649  58.500.000  45.980.000  2.299.000    1.583.850       715.150         59.596     655.554 

Desember (UU No 7 Tahun 2021)
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2023 

No Nama PTKP

 Gaji Induk 

& Tukin 

disetahunka

n 

 Uang 

makan 

disetahunk

an 

 Gaji 

13+THR 
 B. Jabatan 

 Penghasilan 

bersih 
 PTKP  PKP  PPh Ps 21 

 PPh Ps 21 

non DTP 

 PPh Ps 21 

DTP 

 PPh Ps 21 

DTP telah 

dibayarkan 

 PPh Ps 21 

DTP Des 

1 Tuan A K/2  78.625.240  7.595.000  13.581.560   4.990.090    94.811.710  67.500.000  27.311.000  1.365.550       720.450       645.100         67.908     577.192 

2 Tuan B K/3  78.449.610  7.525.000  13.581.560   4.977.809    94.578.362  72.000.000  22.578.000  1.128.900       483.750       645.150         33.954     611.196 

3 Nyonya A K/3  78.030.800  7.350.000  13.581.560   4.948.118    94.014.242  72.000.000  22.014.000  1.100.700       455.550       645.150         33.954     611.196 

4 Tuan C TK/0  71.120.646  7.315.000  12.346.556   4.539.110    86.243.092  54.000.000  32.243.000  1.612.150    1.025.650       586.500         92.599     493.901 

5 Tuan D TK/0  71.377.336  7.385.000  12.346.556   4.555.445    86.553.447  54.000.000  32.553.000  1.627.650    1.041.200       586.450         92.599     493.851 

6 Tuan E K/2  78.733.320  7.595.000  13.581.560   4.995.494    94.914.386  67.500.000  27.414.000  1.370.700       725.550       645.150         67.908     577.242 

7 Tuan F K/2  89.785.212  7.992.000  15.561.622   5.666.942  107.671.892  67.500.000  40.171.000  2.008.550    1.269.400       739.150       155.616     583.534 

8 Tuan G K/2  89.859.262  8.029.000  15.601.622   5.674.494  107.815.390  67.500.000  40.315.000  2.015.750    1.274.650       741.100       156.016     585.084 

9 Nyonya B K/0  86.658.783  8.029.000  15.015.658   5.485.172  104.218.269  58.500.000  45.718.000  2.285.900    1.572.650       713.250       225.235     488.015 

10 Nyonya C K/2  89.759.692  7.807.000  15.601.622   5.658.416  107.509.898  67.500.000  40.009.000  2.000.450    1.259.400       741.050       156.016     585.034 

11 Tuan H K/2  89.951.162  7.622.000  15.561.622   5.656.739  107.478.045  67.500.000  39.978.000  1.998.900    1.259.700       739.200       155.616     583.584 

12 Tuan I K/2  90.034.137  7.955.000  15.561.622   5.677.538  107.873.221  67.500.000  40.373.000  2.018.650    1.279.450       739.200       155.616     583.584 

13 Tuan J K/2  90.240.947  8.029.000  15.601.622   5.693.578  108.177.991  67.500.000  40.677.000  2.033.850    1.292.800       741.050       156.016     585.034 

14 Tuan K K/2  90.274.137  7.918.000  15.601.622   5.689.688  108.104.071  67.500.000  40.604.000  2.030.200    1.289.100       741.100       156.016     585.084 

15 Tuan L K/0  86.931.973  7.992.000  15.055.658   5.498.982  104.480.649  58.500.000  45.980.000  2.299.000    1.583.850       715.150       225.835     489.315 

Desember (PP No 58 Tahun 2023)
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